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Penyampaian LHP BPK RI atas LKPD 

BPK RI beri opini WDP kepada 9 kabupaten/kota di Jabar
Bandung (26/07)

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sembilan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/kota yang ada di wilayah Jabar untuk Tahun Anggaran (TA) 2010. LHP BPK RI atas LKPD tersebut disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah dari masing-masing kabupaten/kota.

Penyerahan kepada sembilan kabupaten/kota tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2011 untuk Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi, hari Senin tanggal 25 Juli 2011 untuk Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang, serta hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 untuk Kota Sukabumi. Terhadap sembilan laporan keuangan dari sembilan pemerintah kabupaten/kota tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Acara penyampaian LHP atas LKPD itu sendiri merupakan penyampaian LHP atas LKPD TA 2010 tahap ke III. Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar juga telah melaksanakan penyampaian LHP atas LKPD TA 2010 untuk Provinsi Jawa Barat dan enam belas pemerintah kabupaten/kota di Jabar dalam dua tahap.
Akun yang dijadikan pengecualian dalam penyerahan LHP tahap III ini antara lain Aset Tetap, Aset Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Persediaan dan Investasi Non Permanen.

LHP BPK RI atas LKPD TA 2010 itu sendiri dikemas dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Ketiga buku tersebut terdiri dari Buku Pertama yang merupakan LHP yang memuat opini atas LKPD, Buku Kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta Buku Ketiga yang merupakan  LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.  
Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern.
Berdasarkan empat kriteria tersebut maka jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse).
Subbag Hukum dan Humas 
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Informasi lebih lanjut:
Nurina Hijiani
Kasubbag Hukum dan Humas 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Telp. 081319986425
